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KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah disusun
Keterangan/Penjelasan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan. Maksud dari penyusunan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan
Kelurahan adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Dana Pembangunan
Kelurahan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan.

Penyusunan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan merupakan upaya yang
dilakukan dengan tujuan mengatur tata cara pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan, mengatur tata laksana pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan dan meningkatkan partisipasi dan swadaya

masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Untuk itu diharapkan semua pihak dapat membantu dan memahami
serta berpartisipasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Surakarta
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan. Kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terwujudnya Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Pembangunan Kelurahan.

Surakarta, 17 Maret 2026
ttd

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan
belanja jasa kepada kelompok masyarakat perlu dilaksanakan secara
tertib, transparan, akuntabel, serta memenuhi prinsip keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

Bahwa pelaksanaan belanja jasa yang diwujudkan dalam Dana
Pembangunan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta digunakan untuk membiayai kegiatan
pembangunan hasil musyawarah pembangunan kelurahan kepada

kelompok masyarakat.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan
perlu disesuaikan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sehingga perlu diterbitkan pedoman
pengelolaan. Saat ini Peraturan Wali Kota Surakarta 38 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor
7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta 38
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan

sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota pengganti atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta 38 Tahun

2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan.



B. IDENTIFIKASI MASALAH
Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan selama ini telah diatur di

dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan. Pada
Tahun 2026, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan
optimalisasi sumber daya lokal, telah diusulkan kebijakan merubah
mekanisme pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan yang sebelumnya
dilaksanakan dengan mekanisme hibah dengan mekanisme swakelola tipe
IV. Peraturan Wali Kota Surakarta ini disusun sebagai pedoman

pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengatur tata cara pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;

2. Mengatur tata laksana pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;
dan

3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

pemberdayaan masyarakat di kelurahan

D. DASAR HUKUM
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan

atau menjadi dasar kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322); dan

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 67).



BAB II
POKOK PIKIRAN

Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan merupakan
Pedoman dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan dalam rangka
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan, mengatur tata laksana pengelolaan Dana
Pembangunan Kelurahan dan meningkatkan partisipasi dan swadaya
masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai
perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan.



BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1.

Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan adalah adanya Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan yang
digunakan untuk memfasilitasi kegiatan hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan Kelurahan.

. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan diwujudkan
adalah memuat perubahan dan penambahan hal substansi bagi semua

unsur yang dilibatkan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

B. RUANG LINGKUP MATERI
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolan Dana Pembangunan

Kelurahan meliputi:

Perubahan mekanisme dari hibah menjadi swakelola tipe 1V,
Perubahan terkait penghapusan klausa yang menyebutkan kegiatan
khusus;

Perubahan dalam hal pengaturan proporsi penghitungan alokasi Dana
Pembangunan Kelurahan disesuaikan dengan arah kebijakan prioritas

Pemerintah Kota Surakarta.



BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN
Bahwa dalam rangka terlaksananya pengelolaan Dana Pembangunan

Kelurahan yang tertib, transparan akuntabel serta memenuhi prinsip
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah, perlu disusun pedoman
pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan. Pedoman ini disusun
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengeloaan Dana Pembangunan
Kelurahan agar pengelola dana pembangunan kelurahan memiliki
kesamaan persepsi dalam melaksanakan kegiatan Dana Pembangunan

Kelurahan.

B. SARAN
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat

mendukung terwujudnya pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan
yang yang tertib, transparan akuntabel serta memenuhi prinsip keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Surakarta, 17 Maret

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KOTA SURAKARTA

SUMILIR WIJAYANTI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770405 199602 2 001
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322); dan

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 67).
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